BAB 111
PENUTUP
A.KESIMPULAN
Sebagal kesimpulan dapat dikemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap
perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan Rl sudah dilaksanakan di Kota Y ogyakarta oleh instansi-

instansi yang terkait, meskipun dalam prakteknya ada beberapa kendala yang dia ami

oleh perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Hal ini dapat

disimpulkan dari::

1. Di dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
menyatakan bahwa adanya perkawinan campuran tidak merubah status
kewarganegaraan suami_maupun istri. Hal ini_sesuai dengan prinsip kesetaraan
yang menyatakan bahwa suami dan istri mempunya kedudukan yang segar,
sehingga dalam menggunakan hak opsi maupun repudiasinya perempuan-diberikan
jaminan._kebebasan. untuk-menentukan sendiri. status kewarganegaraannya dan
dapat mempertahan status kewarganegaraan asalnya. Namun;-apabila istri hendak
mengikuti status kewarganegaraan pasangannya, ha itu dikarenakan atas kemauan
sendiri bukan karena paksaan, sehingga suami dan istri dapat ikut menentukan
status kewarganegaraan anak-anaknya. Hal ini mengakibatkan anak-anak yang
dilahirkan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampaa usia 18 tahun. Di
dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Rl , anak-anak

yang lahir dari perkawinan campuran dapat menggunakan hak opsi maupun
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repudiasinya secara bebas tanpa digantungkan pada status kewarganegaraan ayah
dan ibunya. Ha ini memberikan konsekwensi bahwa anak mempunyai hak dan
kebebasan untuk menentukan sendiri status kewargaregaraannya apakah akan
mengikuti - status kewarganegaraan ayahnya atau ibunya Dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan,
Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asas Manusia Provins DIY dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta = secara tekhnis tidak
menemukan hambatan yang berarti M ereka hanya menemukan kendala kecil akibat
dari kurangnya sosialisas UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan
kurangnya pengetahuan masyarakat mengena hukum perkawinan campuran dan
tentang hukum kewarganegaraan..

. Di"dalam prakteknya perlaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan
anak di bidang Kewarganegaraan menurut UU No.12 Tahun 2006b tentang
Kewarganegaraan RI di Kota Yogyakarta sedikit mengalami kendala terutama
yang-dihadapi oleh perempuan yang menikah.dengan.pria yang mempunyai status
kewarganegaraan asing dan anak yang lahir dari perkawinan campuran.. Untuk
mendapatkan perlindungan hukum di bidang kewarganegaraan pelaku perkawinan
mengeluhkan adanya birokrasi yang rumit serta adanya ketidakpastian biaya
administras dalam mengurus permohonan untuk menjadi WNI  maupun
pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran anak yang lahir dari perkawinan
campuran, para pelaku perkawinan campuran menyimpulkan segala proses hanya

dapat diselesaikan jika ada uangnya. Hal ini menjadi catatan penting bagi para



instansi pemerintah yang terkait agar dalam memberikan perlindungan hukum
seharusnya memberikan jaminan kemudahan bagi setiap warganegaranya terutama
bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan campuran dalam
melaksanakan hak dan kewajibannya sebaga warga negarablndonesia sesual

dengan aturan yang berlaku.

B.SARAN

1. Adanya upaya yang sungguh-sungguh dari pejabat yang berwenang dalam
memberikan jaminan kemudahan untuk mengurus segala proses permohonan
pendaftaran kewarganegaraan Rl bagi anak dan pernyataan untuk memperoleh
kewarganegaraan Rl karena perkawinan campuran.

2.Bagl pelaku perkawinan _campuran yang akan mengajukan proses permohonan
pendaftaran kewarganegaraan Rl bagi anak dan pernyataan untuk memperoleh
kewarganegaraan Rl karena perkawinan campuran. hendaknya segera melengkapi
Semua.persyaratan.. yang. ditentukan, agar tercipta kerjasama yang bak antara
pemohon dan pgabat yang berwenang agar semua proses permohonan selesal tepat
waktu.

3. Sebaiknya para pelaku perkawinan campuran dan pemohon permohonan
pendaftaran untk menjadi WNI = membekali diri mereka dengan pengetahuan

hukum sebel um mereka mengajukan permohonan.
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KANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM PROVINSI DI'Y
DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sudah dilaksanakan di
Kota Y ogyakarta ? Apa sgja peraturan pelaksanaannya?

2. Apakah peranan Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi DIY dalam
rangka pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan
anak di bidang kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan di Kota Y ogyakarta?

3. Bagamana proses permohonan pendaftaran meenjadi WNI bagi anak dan
bagaimana untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui proses pernyataan
karena perkawinan campuran?

4. Kendaa-kendala apa sgja yang dihadapi Kanwil Departemen Hukum dan HAM
Provinsi DIY dalam rangka pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap
perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan di Kota Y ogyakarta?

5. Upaya-upaya apa sgja yang dilakukan Kanwil Departemen Hukum dan HAM
Provins DIY dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam
rangka pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan
anak di bidang kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan di Kota Y ogyakarta?
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DINAS KEPENDUDUKKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

YOGYAKARTA

DAFTAR PERTANYAAN

1.

Apakah peranan Dinas Kependudukkan dan Pencatatan Sipil Kota Y ogyakarta
daam rangka pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap
perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan menurut-UU No. 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan di Kota Y ogyakarta?

Kewenangan apa yang didelegasikan Menteri Dalam Negeri kepada Dinas
Kependudukkan dan Pencatatan Sipil Kota Y ogyakarta?.

Apakah tugas dan fungs kepada Dinas Kependudukkan dan Pencatatan Sipil
Kota Y ogyakarta?.

Bagaimana proses perkawinan campuran yang dilakukan di dalam dan luar
negeri guna mendapatkan perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan
campuran?

Apakah peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Y ogyakarta
dalam.rangka pelaksanaan pemberian perlindungan.. hukum terhadap
perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan di Kota Y ogyakarta?

Kendalakendala apa sga yang dihadapi Dinas Kependudukkan dan
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta daam rangka pelaksanaan pemberian

perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di  bidang



kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

di Kota Y ogyakarta?

ndudukkan dan Pencatatan



91

KUESIONER Responden 1& 2

BIODATA

DATA SUAMI

DATA ANAK
Nama:
Tempat,tanggal lahir:
Nama:

Tempat,tanggal lahir:
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DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah ada kendala yang Anda hadapi untuk mendapatkan perlindungan hukum
di dibidang Kewarganegaraan ?

2. Apakah bisa diceritakan mengenal ke mana sgja instansi yang harus Anda datangi
sebelum ‘atau sesudah menikah? Kendala apa sgja yang Anda hadapi dalam
proses pelaksanaan perkawinan campuran?

3. Apakah ada kendala yang Anda hadapi saat melakukan pencatatan perkawinan
dan melakukan pencatan kelahiran bagi anak Anda di Kota Y ogyakarta?

4. Apakah ada kendala yang Anda hadapi saat ingin mendaftarkan anak Anda
menjadi WNI?

5. Mengenai perlindungan hukum bagi anak, sampai usia 18 tahun anak mempunyal
kewarganegaraan ganda terbatas setelah usia tersebut anak harus memilih ikut
kewarganegaraan ayah atau ibunya, apakah menurut Anda hal ini cukup
menguntungkan juga bagi- ibu, “mengingat -Undang-Undang kewarganegaraan

yang lama,ibu tidak bisa menurunkan kewarganegaraan Indonesianya bagi anak?



